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BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

PROVINSI  SULAWESI  SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

NOMOR 2 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 12 TAHUN 2010    

TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 

 
DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 

a. bahwa tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah 
ditetapkan dan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dianggap 
tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau 

kembali untuk dilakukan perubahan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di 

Tepi Jalan Umum; 

               
1. Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang  Dasar  Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4444); 
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);  
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 

Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 
2010 Nomor 12); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
 

dan 

 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI 
TEPI JALAN UMUM.  

  
Pasal I  

 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai  

berikut : 
 

1. Ketentuan angka 2, angka 7 dan angka 14 diubah, serta 

angka 10, angka 11 dan angka 12 Pasal 1 dihapus, sehingga 
berbunyi sebagai  berikut :   
 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya 
disingkat SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat 

Menetapkan : 



~ 3 ~ 
 

daerah yang membidangi urusan perhubungan, 
komunikasi dan informatika; 
 

 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.  

6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas 
rel. 

7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,    
di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 
serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan 

jalan kebel. 
8. Parkir adalah keadaan suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak 

untuk beberapa saat atau ditinggalkan pengemudinya. 
9. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi 

jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 

10. Dihapus. 
11. Dihapus. 
12. Dihapus 

13. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggaraan 
perparkiran sebagai tukang parkir dan / atau Juru Parkir. 

14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pengutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
15. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut Retribusi 

adalah suatu pungutan sebagai imbalan jasa pemakaian tempat parkir 

di tepi jalan umum dan / atau pelataran serta fasilitas pelayanan 
umum tempat tertentu yang dikenakan kepada pemilik kendaraan 

bermotor. 

 
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :   

 
Pasal 3 

 
(1) Pola pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh SKPD 

Teknis. 

(2) Pengelolaan tempat-tempat parkir serta tata cara pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut oleh SKPD Teknis. 

 
 

3. Ketentuan ayat (2) diubah dan ayat (3) Pasal 10 dihapus, sehingga  
berbunyi sebagai berikut :   
 

Pasal 10 
 
(1) Besarnya tarif Retribusi dipungut berdasarkan jenis kendaraan. 

(2) Tarif retribusi setiap satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut : 
a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)         Rp1.000,00 

b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat)  Rp2.000,00 
c. Kendaraan bermotor roda 6 (enam)         Rp3.000,00 
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d. Kendaraan bermotor diatas roda 6 (enam)         Rp5.000,00 

(3) Dihapus. 
 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

 
 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, 25 Februari 2016 

 
         BUPATI  SIDENRENG RAPPANG, 

 
                      ttd 

 

                  RUSDI MASSE 
 

 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, 26 Februari 2016 

 
           SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 

 
                          ttd 

 
                       RUSLAN 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 
NOMOR. 2 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI 
SULAWESI SELATAN  :  2 TAHUN 2016, NOMOR 180/1063/Huk  TANGGAL  

23 FEBRUARI 2016.  
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kabupaten  
      Kepala Bagian Hukum  
 

 
 

 
          A.M. FAISAL 

 


